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Seluruh ASN dan Honorer 
Pengadilan Negeri Sarolangun 
Di 

 Tempat 

     
  

                                                  Sarolangun, 19 Februari 2021 
 

Kepada Yth. 

  
 

 
 
 
 
 

Dengan Hormat, 

 

Mengharapkan kedatangan Bapak/Ibu untuk menghadiri Sosialisasi Whistle Blowing System yang akan 

diselenggarakan pada : 

 

Hari         : Senin 

Tanggal   : 22 Februari 2021 

Jam         : 14.00 WIB s.d Selesai 

Tempat   : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Sarolangun 

 

Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya. 

 

Agenda Rapat : 

 Sosialisasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh Tim Whistle Blowing 

System 

 
Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih 
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NOTULEN SOSIALISASI PENERAPAN WHISTLE BLOWING 

SYSTEM 

Hari/Tanggal Senin, 22 Februari 2021 

Tempat Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Sarolangun 

Waktu Pukul 14.00 WIB s/d selesai 

Agenda Rapat Sosialisasi Penanganan Gratifikasi 

Pimpinan Rapat     Ketua Negeri Sarolangun  

    Philip Mark Soentpiet, SH 

Notulis Verren Trinandes, A.Md.A.B 

Peserta Rapat 1. Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris 

2. Hakim  

3. Pejabat Struktural dan Fungsional 

4. Staf serta honorer 

BERITA ACARA RAPAT DAN KEPUTUSAN RAPAT 

 

I. PEMBUKAAN : 

Rapat dibuka tepat pukul 14.00 WIB oleh pimpinan rapat. Sesuai dengan 

agenda rapat maka rapat akan membahas yaitu sosialisasi Whistle Blowing 

System di Pengadilan Negeri Sarolangun; 

II. PEMBAHASAN MATERI RAPAT 

Tim Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pengadilan 

Negeri Sarolangun menyampaikan materi terkait sosialisasi Whistle Blowing 

System, yang pada pokoknya sebagai berikut: 

Dasar hukum; Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah 

Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. 

Pengaduan 

Laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran 

terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik 

dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaran terhadap Kode 

Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum 
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acara atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau 

Peraturan disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik dan/atau 

Pelanggaran pengelolaan keuangan dan Barang milik Negara 

tujuan  

Merespon pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar 

pengadilan, maupun dari internal pengadilan, agar citra dan wibawa Lembaga 

peradilan tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga 

peradilan meningkat. 

prinsip penanganan pengaduan; terintegrasi, objektivitas, efektif, efesien, 

ekonomis, transparansi, akuntabilitas, kerahasiaan, adil, nondiskriminatif, 

independen, netralitas, kepastian hukum, profesionalitas, 

penyampaiaan pengaduan dapat disampaikan melalui; Aplikasi SIWAS MA-

RI pada situs Mahkamah Agung, Layanan pesan singkat/SMS, Surat 

elektronik (e-mail), Faksimile, Telepon, Meja pengaduan, Surat; dan/atau 

Kotak pengaduan. 

pengadministrasian pengaduan; Setiap pengaduan yang diterima, diberikan 

nomor register melalui aplikasi SIWAS MA-RI, Nomor register Pelapor 

digunakan sebagai identitas Pelapor untuk melakukan komunikasi antara 

pihak Pelapor dan Penerima Laporan, BAWAS melakukan telaah atas setiap 

laporan pengaduan yang diterima; 

Penanganan; 

• Paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima Pengaduan, Petugas Meja 

Pengaduan memasukkan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI. Petugas 

Meja Pengaduan yang tidak memasukkan atau memasukkan informasi 

tidak sebagaimana mestinya dikenakan sanksi administrasi sesuai 

peraturan perundangan; 

• Dalam hal suatu pengaduan ditujukan kepada Pimpinan Mahkamah 

Agung atau Pimpinan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tingkat Pertama 

hanya berwenang untuk menerima dan mencatat pengaduan. 

Pengadilan Tingkat Pertama wajib meneruskan pengaduan kepada MA 

atau PT paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengaduan diterima; 

• Paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima Pengaduan, Kepala 

BAWAS meneruskan Pengaduan kepada Inspektur Wilayah/Hakim 

Tinggi Pengaws/Auditor yang berwenang untuk dilakukan penelaahan; 

• Penelaan memeasukkan hasil telaah ke SIWAS MA-RI paling lambat 

dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak menerima berkas Pengaduan 

untuk ditelaah; 

• Inspektur wilayah berkewajiban mengoreksi hasil telaah dalam jangka 

waktu 5 (lima) hari; 

Hak pelapor; 

• Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya; 



• Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara 

bebas tanpa paksaan dari pihak manapun; 

• Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/Pengaduan yang 

didaftarkannya; 

• Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam 

pemeriksaan; 

• Mengajukan bukti untuk memperkuat Pengaduannya; dan 

• Mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya. 

Hak terlapor; 

• Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan Saksi dan 

alat bukti lain; 

• Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara 

bebas tanpa paksaan dari pihak manapun; 

• Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Pelapor dalam 

pemeriksaan; 

• Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya; dan 

• Mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Pengaduan 

atas dirinya tidak terbukti; 

Pelaporan dan pengarsipan; 

• Setiap satker yang menangani Pengaduan wajib mendokumentasikan 

surat-surat dan berkas Pengaduan; 

• Setiap berkas Pengaduan disusun secara kronologis dan dilengkapi 

daftar isi; 

• Panitera Muda Hukum atau Pejabat yang ditunjuk pada Pengadilan 

Tingkat Pertama bertanggung jawab terhadap pendokumentasian berkas 

Pengaduan pada pengadilan yang bersangkutan. 

 

III. PENUTUP 

Rapat ditutup pukul 14.30 WIB, Wassalam. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOKUMENTASI SOSIALISASI PENANGANAN GRATIFIKASI 

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 

 
Gambar 1. Tim Whistle Blowing System sedang mempresentasikan materi 

Whistle Blowing System 

 

 
Gambar 2. ASN dan Honorer Pengadilan Negeri Sarolangun menghadiri 

sosialisasi Whistle Blowing System 

 



 

 

DAFTAR HADIR SOSIALISASI WHISTLE BLOWING SYSTEM 

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 

Hari/ Tanggal  : Senin / 22 Februari 2021 

 



 

 

 


